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SEJAK dilantik 27 Januari 2021 oleh

Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal

Polisi Listyo Sigit Prabowo membuat

cukup banyak gebrakan di institusi pol-

ri. Mulai dari mutasi jabatan sejumlah

petinggi  di Mabes Polri hingga membu-

at program dengan menggandeng se-

jumlah pihak agar kepercayaan masya-

rakat terhadap institusi polri semakin

lebih baik. 

Segudang prestasi dan penghargaan

pun dirahi baik tingkat nasional

maupun internasional. Namun keper-

cayaan publik terhadap institusi polri

bak sekejap mata terjun  bebas hingga

menyentuh angka 50% dengan kasus

berencana terhadap Brigadir J. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)

antara Komisi III DPR RI dengan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit

Prabowo, Rabu (24/8),  Adies Kadir dari

Komisi III DPR RI menyoroti perilaku

dan gaya hidup polri masa kini.

Menurutnya, jajaran Kapolri ke bawah

seperti ëraja-raja kecilí didaerah ma-

sing-masing.  Dan sepertinya bukan hal

yang baru soal perilaku dan gaya hidup

mewah bagi sebagian oknum anggota

polri dan keluarganya.  

Gaya Hedonis

Sebenarnya sudah ada larangan bagi

polisi pamer kemewahan. Kapolri era

Jenderal Polisi Idham Aziz pada

November 2019 pernah membuat ge-

brakan berupa larangan pamer keme-

wahan (gaya hedonis) di ruang publik

termasuk di media sosial. Larangan

pamer kemewahan tersebut tercantum

dalam Surat Telegram (ST) Nomor

ST/30/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM

tanggal 15 November 2019. 

Surat Telegram Kapolri Idham Aziz

saat itu berisi tentang peraturan disi-

plin anggota Polri, Kode Etik Profesi

Polri dan kepemilikan barang mewah

oleh pegawai negeri di institusi polri.

Larangan tidak boleh menampilkan

kekayaan tidak hanya di lingkungan

pekerjaan tetapi juga di media sosial.

Surat larangan itu menyebutkan bahwa

institusi polri meminta untuk bersikap

sederhana sejalan dengan cita-cita

mewujudkan tata pemerintahan yang

baik dan bersih khususnya di institusi

polri. 

Ada tujuh poin larangan di antaranya

tidak menunjukkan, memakai,

memamerkan barang-barang mewah

dalam kehidupan sehari-hari baik da-

lam interaksi sosial di kedinasan polri

maupun di area publik termasuk di me-

dia sosial. Hal lainnya yakni tidak men-

gunggah foto atau video di media sosial

yang menunjukkan gaya hidup hedonis

karean dapat menimbulkan kecembu-

ruan sosial. Namun, apakah

aturan larangan polisi pamer

kemewahan di era Kapolri

Jenderal Polisi Idham Aziz

masih berlaku di era Kapolri

Jenderal Polisi Listyo Sigit

Prabowo? 

Perlu Teladan

Sudah menjadi kodrat alam

bergaya hidup sosialita. Na-

mun aturan dan  larangan bagi

korps Bhayangkara/Bhayang-

kari setidaknya bisa jadi ajang

mencari sosok yang bisa men-

jadi teladan hidup bagi semua

anggota polri. Dengan hidup

kesederhanaan, jauh dari kata

hedonis dan jauh dari pamer

kemewahan serta membangun

kembali kepercayaan publik

terhadap institusi polri yang

saat ini tengah menjadi

sorotan public. 

Berharap kasus meninggalnya

Brigadir Joshua segera selesai secara

adil, transparan dan profesional,.

Pihak-pihak yang bersalah dihukum

setimpal dengan perbuatannya. Dan in-

stitusi polri segera bangkit untuk

mengembalikan kepercayaan publik.

Berharap pula aturan larangan bagi

anggota polri yang memiliki kebiasaan

bergaya hidup mewah dan mema-

merkan kemewahan di media sosial da-

pat diteruskan Kapolri Jenderal Polisi

Listyo Sigit Prabowo secara konsisten.

Karena bagi anggota polisi termasuk

keluarganya yang masih punya hobi

memamerkan kemewahannya kepada

orang lain termasuk di media sosial

berarti belum lulus ujian revolusi men-

tal. ❑

*) Baharuddin Kamba, Kadiv

Humas Jogja Police Watch. 

Tembakau ’Aja Dibandhingke’

Baharuddin Kamba

Pasal TPG hilang dari RUU Sisdiknas

-- Usut tuntas!

***

Angka perceraian di Gunungkidul capai

1.300 per tahun

-- Alarm  bagi penasehat pernikahan

***

FTI UII serahkan insenerator ramah

lingkungan ke Girirejo Magelang

-- Perguruan tinggi harus peduli

persoalan masyarakat

Larangan Polri Pamer Kemewahan, Efektifkah?

TEMBAKAU merupakan komoditi

dipandang dari sudut ekonomi, pantas

diperhitungkan menguntungkan petani.

Berbagai upaya dilakukan agar hasil

tembakau berkualitas, bisa terserap

pabrik rokok. Mengambil lagu yang

dinyanyikan Farel Prayoga ciptaan

Abah Lala yang telah menghentak di

upacara tujuh belasan di istana negara,

tembakau ’aja dibandhingke’ dengan ko-

moditi yang lain.

Komoditi lain selain tembakau meng-

untungkan petani dan masyarakat

pengguna. Sedangkan tembakau ti-

dak menguntungkan masyarakat

pengguna. Tembakau mengganggu

kesehatan, telah banyak difahami.

Sehingga diperlukan suatu kebijakan

pengendalian tembakau yang bisa

melindungi semua kepentingan.

Bukankah Indonesia sedang meng-

gagas Membangun membangun ge-

nerasi emas melalui kendali konsum-

si rokok? 

Tidak Terbantahkan

Bukti ilmiah bahwa rokok menyan-

du dan merusak kesehatan tidak ter-

bantahkan di seluruh dunia. Data di

Indonesia yang perlu mendapat per-

hatian adalah jumlah perokok

Indonesia bertambah 8,8 juta orang

dalam satu dekade (GATS 2021).

Setiap rumah tangga membakar Rp

382.091 per bulan untuk rokok (GATS

221) dan rokok adalah penyumbang

terbesar kedua kemiskinan di Indonesia

(BPS 2021).

Indonesia, merupakan salah satu ne-

gara yang tinggi mengkonsumsi rokok

bahkan rokok juga dikonsumsi anak dan

remaja dibawah 18 tahun. Global Youth

Tobacco Suvey Indonesia tahun 2019

menyatakan, anak usia 13 - 15 tahun,

39,6% pernah merokok dan 18,8% saat

disurvei merokok. Pertumbuhkem-

bangan anaknya perokok dibanding

anaknya non-perokok, kemungkinan

stunting anak perokok lebih 5,5% diban-

ding anaknya non perokok.

Faktor - faktor penyebab perokok

anak antara lain keluarga, pendidikan,

jualan eceran, iklan, kawan dan harga

rokok. Pusat Kajian Jaminan Sosial

Universitas Indonesia, menyatakan bah-

wa tingkat prevalensi merokok pada

anak di Indonesia karena  efek teman se-

baya dan efek harga rokok. Untuk anak

SD, SMP, pengaruh sebaya lebih domi-

nan dari pada pengaruh harga rokok.

Namun untuk SMA, efek harga melebihi

efek teman sebaya. Beragam penyakit

kronis akibat rokok pun sudah menye-

rang orang-orang muda. Meningkatnya

perokok muda,  memunculkan per-

tanyaan, 2045 menjadi generasi emas

atau cemas ? 

Pembatasan

Penanggulangan merokok perlu di-

lakukan melalui kebersamaan antar-

lembaga. Dimulai dari DPR sebagai

pembuat perundang - undangan, Ke-

menterian Kesehatan sampai pemerin-

tah daerah sebagai pembuat peraturan

operasional untuk melakukan kebijakan

serta melibatkan masyarakat. Pembe-

nahan diperlukan, antara lain  pemba-

tasan iklan rokok, pembatasan usia

pembeli rokok serta meningkatkan edu-

kasi secara masif kepada masyarakat. 

Kawasan tanpa rokok (KTR) yang

saat ini telah ada, perlu diperluas. KTR

adalah ruangan atau area yang dinyata-

kan dilarang untuk kegiatan merokok

atau kegiatan memproduksi, menjual,

mengiklankan, dan atau mempro-

mosikan produk tembakau. Semua

orang berhak dilindungi kesehatannya

dari paparan asap rokok orang lain, ti-

dak ada batas aman bagi paparan asap

rokok. Racun yang dikandung asap

rokok yang masuk ke dalam tubuh se-

cara kumulatif akan tersimpan dan

menimbulkan berbagai gangguan ke-

sehatan. KTR menjadi salah satu

upaya efektif untuk melindungi  ma-

syarakat dari asap rokok agar dapat

menikmati udara bersih dan sehat.

Peraturan pembatasan usia men-

jual, membeli dan mengonsumsi

rokok harus ditegakkan, karena efek-

tif memperkuat implementasi dan

penegakan berbagai aturan terkait

rokok. Tidak boleh lagi ada anak di

bawah usia 18 tahun menjual, mem-

beli, apalagi mengonsumsi atau

mengisap rokok. Orang dewasa tidak

boleh melibatkan anak-anak dalam

aktivitas tersebut. Penjual rokok

harus memastikan pembelinya sudah

di atas 18 tahun atau sudah mempu-

nyai KTP. Ini aturan yang harus mu-

lai ditegakkan untuk meningkatkan

kualitas hidup dan tingkat kesehatan

masyarakat. Perlu kebijakan tegas demi

tercapainya masyarakat dengan hidup

sehat. ❑

*) Dr Dra IM Sunarsih SU Apt,

Penasehat TP PKK DIY,   Ketua I YKI

Cabang Koordinator DIY

IM SunarsihHendak Kemana Pendidikan Kita?
DRAFT terbaru revisi UU Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

kembali menuai polemik. Pasal-pasal

yang diajukan pemerintah melalui

Kemendikbud-ristek dinilai tidak men-

jawab persoalan klasik pendidikan :

kualitas pendidikan, fasilitas pen-

didikan, pemerataan pendidikan,  gu-

ru honorer, kurikulum yang terlampau

membebani anak didik. Problema

klasik pendidikan  yang perlu ke-

samaan cara pandang dalam penye-

lesaian. Dari kesamaan pandang itu-

lah kemudian akan dapat  menjawab

problema kontemporer pendidikan :

otonomi, komersialisasi bahkan liber-

alisasi pendidikan dan yang lain.

Serta menentukan langkah hendak

dibawa kemana arah pendidikan

masa depan.  

Anehnya, pemerintah lewat Ke-

mendikbud-ristek justru membawa

perjalanan revisi UU Sisdiknas ini pa-

da persoalan-persoalan yang berbe-

da bahkan sensitif sehingga menim-

bulkan polemik. Diawali dengan isu

tanpa peta jalan pendidikan yang

transparan, hilangnya frasa madra-

sah dan yang terbaru adalah hilang-

nya ayat-ayat mengenai tunjangan

profesi guru (TPF). Persoalan yang

sontak membuat PB PGRI merap-

atkan barisan. Tudingan Kemendik-

bud-ristek tidak menghargai profesi

guru dan dosen pun langsung dilon-

tarkan.

�Jangan coba-coba mempersulit

sertifikasi, kenaikan pangkat, dan

yang paling melukai rasa keadilan

adalah menghapuskan TPG di RUU

Sisdiknas yang didaftarkan dalam

prolegnas. Kami menuntut pasal itu

dikembalikan,Ó tegas Ketua Umum

Pengurus Besar PGRI, Unifah

Rosyidi dalam konferensi pers, di

Jakarta, Minggu (28/8). Suara lan-

tangnya juga mengingatkan realita,

masih banyak guru � dosen terutama

di sekolah atau perguruan tinggi

swasta yang belum mendapat gaji

memadai, bahkan memenuhi upah

minimal provinsi/kabupaten/kota.

Meski tidak antiperubahan Unifah

meminta agar pemerintah jangan

berbuat curang dengan menghi-

langkan pasal TPG. Bahkan disebut

bila TPG guru itu tidak seberapa bila

dibandingkan tunjangan kinerja

birokrat. (KR, 29/8).

ÕGenderang perangÕ seakan dita-

buh PB PGRI. Sementara usulan

agar pembahasan revisi UU Sisdik-

nas janganlah terburu-buru, atau se-

yogianya ditunda. Bahkan Presiden

Jokowi ketika menerima Aliansi Pe-

nyelenggara Pendidikan Indonesia

(APPI) menyatakan tidak ingin lagi

setiap ganti menteri ganti kurikulum,

namun tampaknya memang perlu

adanya revisi-revisi agar pendidikan

bisa menyesuaikan tuntutan zaman

dan tuntunan dunia kerja. Tentu per-

ubahan yang dilakukan adalah

sesuai amanat Konstitusi UUD :

menderdaskan kehidupan bangsa.

Dan momentum era 4.0 menuju

society 5.0 sejatinya merupakan wak-

tu tepat melakukan perubahan sis-

tem pendidikan nasional. Perubahan

yang mengarah dan menyiapkan

sumberdaya manusia (SDM) unggul

menyambut Indonesia Emas, 2045.

Bukan hanya di tingkat nasional, na-

mun regional dan global. Pendidikan

untuk masa depan ini harus mampu

menghasilkan manusia Indonesia

yang mampu berfikir dan bergaul glo-

bal tanpa meninggalkan jatidiri bang-

sa.

Namanya revisi, tentu bukan mem-

bongkar habis undang-undangnya.

Kemendikbud-ristek perlu menyadari

bila revisi UU Sisdiknas ini adalah un-

tuk memperbaiki sekaligus mening-

katkan kualitas manusia Indonesia

masa depan, dari aspek pendidikan-

nya. Perubahan yang mampu

menyeimbangkan intellectual quo-

tient, emotional quotient, spiritual in-

telligence (IQ, EQ, SI). Sehinga, per-

ubahan tersebut adalah mencer-

daskan kehidupan bangsa termasuk

meningkatkan ketakwaan, mudah

melakukan tolong menolong, mem-

perkuat nasionalisme, gotongroyong,

meninggikan tatakrama atau etika,

memperkuat toleransi serta berkeadi-

lan. Semua ini hakikatnya adalah ruh

Pancasila, falsafah bangsa.

Filosofi Pancasila tentu menjadi

dasar revisi UU Sisdiknas. Artinya di-

situ ada keadilan, toleransi, musya-

warah mufakat dan lainnya. Karena

pendidikan itu untuk masa depan,

investasi jangka panjang. Dan hasil

pendidikan saat inilah yang akan me-

nentukan Indonesia Emas,. Bukan

membuat Indonesia cemas.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email : opini-

kr@gmail.com dengan panjang tulisan

antara 535  - 575 kata, dengan mengisi

subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-

ngan lupa menampilkan fotocopy identi-

tas. Terimakasih. 
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Parkir di Jalanan Sekitar Ketep Pass
KAWASAN Ketep Pass meru-

pakan kawasan wisata alam yang

udaranya sejuk dan alamnya juga sa-

ngat indah. Selain itu, rute tersebut

merupakan jalur alternatif pula bagi

perjalanan dari Yogya menuja

Kabupaten Magelang di bagian

Timur. Selain sebagai objek wisata,

Kawasan itu juga menjadu rute alter-

natif perjalanan. Tidak heran, meski

bukan hari libur, Kawasan itu selalu

ramai lalulintasnya. 

Kini penjualan makanan, jagung

dan minuman panas juga tampak se-

makin berkembang. Memang sung-

guh sangat nikmat, menikmati ma-

kanan dan minuman panas sembari

duduk-duduk memandang alam yang

indah dengan udara yang sejuk. Na-

mun karena lokasinya di pinggur jalan

maka alangkah baiknya parkir me-

reka yang lesehan menikmati maka-

nan ditata dengan lebih baik. Meng-

ingat di kiri kanan untuk berjualan dan

juga menjadi tempat parkir di depan-

nya. Dengan demikian, akan membu-

at arus lalulintas tetap lancar.  ❑

Heri Tri, Wates Kulonprogo

YOGYA itu istimewa, Saking is-

timewanya, tidak banyak dipahami

bila kota ini tanpa angkutan kota

yang selalu memenuhi jalanan, se-

bagaimana kota lain di negeri ini. Di

kota ini hanya ada TransJogja itupun

sepi penumpang. Tidak seba-

gaimana angkutan trans di kota lain.

Bagi saya yang dari Bogor,

rasanya aneh melihat situasi ini.

Karena biasa melihat buskota atau

angkutan kota lain yang penuh

sesak, namun di kota ini tidak ada

sama sekali. Yang kian aneh, meski

tanpa angkutan kota namun pada

jam berangkat atau pulang sekolah /

kantor, jalanan akan penuh sesak

dan macet. Apalagi kalau ada ang-

kutan kota?   ❑

Hasanuddin, Cibinong Bogor

Kota tanpa Angkutan Kota


